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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tindak pidana pemalsuan surat perlu dibuktikan terlebih dahulu bentuk 

dari pemalsuan surat yang terjadi atau dilakukan oleh pelaku, baik 

pemalsuan surat dalam arti formil dan materiil memiliki akibat hukum yang 

berbeda. Aturan dan sanksi hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat 

sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 266 KUHP, 

dalam uraian diatas terdapat Pasal 266 ayat (1) KUHP bahwa pemalsuan 

surat dalam Pasal ini mengerucut kepada menyuruh menempatkan 

keterangan palsu terhadap suatu akta otentik seolah-olah sesuai dengan hal 

sebenarnya maka kalau dalam mempergunakannya mendatangkan kerugian, 

dihukum pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, kemudian terdapat pula 

Pasal 264 KUHP ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 bahwa 

pemalsuan surat pada Pasal ini bahwa tindak pidana pemalsuan surat 

sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancaman hukumannya apabila 

surat yang dipalsukan tersebut adalah akta otentik. 

2. Berdasarkan kedua putusan pada kasus diatas bahwa Terdakwa 

melakukkan tindak pidana penggunaan surat palsu yang telah memenuhi 

unsur-unsur dari masing-masing Pasal yang telah disahkan dinyatakan 

dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dalam melakukan tindak pidana 
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penggunaan surat palsu dan secara sengaja melakukan untuk keuntungan 

dirinya, putusan pengadilan menyatakan kepada Terdakwa secara sah 

melanggar Pasal tersebut dan bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga 

dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara. 

 

B. Saran 

1. Para penegak hukum maupun pejabat yang berwenang dalam kasus ini 

diharap lebih meningkatkan kemampuan misalnya meneliti subjek dan objek 

hukum untuk bisa mengantisipasi atau sekurang-kurangnya meminilmalisir 

tindak pidana pemalsuan surat, maka pemerintah khususnya hakim harus 

tegas dan tepat dalam memberikan sanksi pidana yang diberikan agar 

terciptanya efek jera terhadap pelaku dan bisa membuat takut bagi orang 

yang akan melakukan tindak pidana pemalsuan surat, mengingat dampak 

dari pelaku pemalsuan surat dapat merugikan cukup fatal dimulai dari 

masyarakat hingga Negara, karena pemalsuan surat ini merupakan salah satu 

jenis tindak pidana dengan dijerat keseriusan tinggi. 

2. Kejahatan pemalsuan surat kualitasnya terus meningkat, perlu adanya 

peningkatan sarana dan prasarana dalam penegakkan hukum agar adanya 

upaya menelaah lebih mendalam mengenai Tindak Pidana Pemalsuan 

Surat, misalnya terhadap Pasal-pasal pemalsuan surat yang dapat 

diperberat. Aturan pertanggungjawaban pidana perlu lebih dijelaskan agar 

penjatuhan sanksi pidana bisa lebih berimbang dengan perbuatan tindak 
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pidana dilihat dari dampak kerugiannya, penulis berharap pada kasus 

pemalsuan surat ini diperlukan sanksi pidana yang lebih relevan, mengingat 

potensi kerugian dari tindak pidana pemalsuan surat yang cukup fatal, maka 

pertanggungjawaban pidana pada kasus ini menurut penulis tidak cukup 

jika dijatuhi sanksi pidana penjara saja dilihat dari korban masih mengalami 

kerugian. 
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